
 





6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinlah Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota 
Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961); 

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 6987); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833) · sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6633); 

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 ten tang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 180): 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pem bangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 1322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1419); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Jambi. 
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali kota adalah Wali Kota Jambi. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi adalah 
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 {dua 
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jam bi yang 
selanjutnya disebut dengan RPJPD Kota Jambi adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 20 {dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2025 sampai dengan 2045. 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025- 
2045. 

MEMUTUSKAN: 

' WALI KOTA JAMBI 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI 

dan 

Jambi Tahun 2023-2043 {Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 32); 

22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 
Tahun 2024-2044 {Lembaran Daerah Tahun 2024 
Nomor 5). 



BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 
(1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD. 

(2) Isi dan Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

:PENDAHULUAN 

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

: VISI DAN MISI DAERAH 

: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 

:PENUTUP 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB II 
SISTEMATIKA 

Pasal4 
(1) Sistematika RPJPD Kota Jambi terdiri dari: 

RPJPD Kota Jambi bertujuan untuk: 
a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, 

efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan; 
b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan 

Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah 
pusat; 

c. sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi 
kepala daerah; dan 

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah. 

Pasal 3 

Pasal 2 
RPJPD Kota Jambi dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua 
puluh) tahun ke depan dalam bentuk visi, misi, dan arah kebijakan 
pembangunan. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINS! JAMBI 8-n /t.-o~tl 

LEMBARAN DAE OTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR I 0 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI 

Diundangkan di Jambi 

Pada tanggal '7 Oktober 2024 

SRI RWANINGSIH 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal : \ 7 Oktober 2024 
Pj.WALI KOTA JAMBI, 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 13) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang 
tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan 
monitoring dan evaluasi. 

(3) Pelaksanaan pengendalian dan .evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



1. UMUM 

Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
telah memberikan kejelasan hukum dalam memberikan pedoman 
terhadap proses perumusan perecanaan Pembangunan. Berkaitan 
dengan penyelenggaraan otomoni daerah yang telah diamanatkan 
berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) perubahan 
ke-2, yaitu: "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat". Makna dari otonomi seluas-luasnya kecuali 
urusan Pemerintah Pusat, lebih rinci diatur dengan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perangkat 
peraturan perundang-undangan ini telah memberikan pedoman secara 
lebih jelas berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kota dalam merumuskan rencana pembangunannya. 
Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus 
mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong 
peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya 
perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial 
sehingga berpotensi timbulnya indikasi-indikasi ketidak seimbangan 
Pembangunan aspek-aspek perkotaan. Dalam konteks pembangunan 
jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), seiring dengan 
berakhirnya masa RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJPD merupakan 
suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 20 
(duapuluh) tahunan bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi acuan bagi 
perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
Peran penting RPJPD tidak hanya terbatas kepada penciptaan kerangka 
makro arah pembangunan daerah, melainkan juga sebagai alat 
mewujudkan arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: 
arah pembangunan Provinsi Jambi dan arah pembangunan nasional. 
Oleh karena itu, perumusan muatan RPJPD tidak dapat lepas dari 
arahan-arahan yang tertuang didalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. 
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI 

NOMOR ... TAHUN 2024 

TENT ANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045 



Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

2. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

Ayat (1) 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
mengamanatkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, 
arah kebijakan, dan sasaran pokok pernbangunan Daerah jangka panjang 
untuk 20 (dua puluh) tahun ·yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJPN dan RTRW yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan 
kebijakan Pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan 
struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar Kota Jambi. 
RPJPD Kota Jambi digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
RPJMD Kota Jambi pada setiap tahapan dan periode pembangunan 
jangka menengah sesuai dengan visi, misi, dan program walikota terpilih. 
RPJMD selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi yang merupakan rencana 
pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan 
daerah, rancangan ekonomi makro yang mencakup gambaran secara 
menyeluruh serta program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Jambi. 
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 
Tahun 2025-2045 adalah untuk 1). mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam 
melaksanakan pembangunan; 2). menjamin adanya integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara 
Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat; 3). sebagai pedoman bagi 
calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah;dan 4). 
Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah. 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMB! TAHUN 2023 NOMOR 

Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

-~ 
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Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa, atas limpahan berkah dan rahmatnya. Dokumen Rancangan Awal 

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 

2025-2045” telah dapat dirampungkan. Dokumen Rancangan Awal Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi ini telah memuat 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Jambi 

selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan memperhatikan 

rancangan RPJPN dan mengacu kepada rancangan RPJPD Provinsi Jambi. 

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 ini, semoga dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di daerah 

yang akan dilaksanakan.  

Melalui kesempatan ini juga, kami menghaturkan terimakasih kepada 

semua pihak terutama kepada stakeholder yang telah membantu penyusunan 

Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 ini.  Kami menyadari sepenuhnya, 

bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan dan perlu 

mendapat masukan-masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir.   

 

Pj. Wali Kota Jambi 

 

Sri Purwaningsih, SH, M.A.P 
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1.1 LATAR BELAKANG 

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem 

sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 

teknologi, kelembagaan, dan budaya yang dilakukan secara sadar dan terencana 

yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.  

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda 

perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, 

sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf 

hidup rakyat secara menyeluruh. 

Karena Pembangunan adalah proses yang direncanakan, maka 

diperlukan sistem Perencanaan Pembangunan. Itulah mengapa Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan 

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.  

B A B  I  
PENDAHULUAN 
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Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik 

Wilayah Perkotaan tentu sangat berbeda dengan Wilayah Perdesaan. Kawasan 

Perkotaan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu 

proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut 

menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan 

karateristik dan spesifikasi permasalahan yang berbeda-beda. Pasal 355 ayat (3) 

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menyebutkan bahwa kawasan perkotaan dapat berupa kawasan yang 

merupakan bagian daerah kabupaten ataupun bagian dari dua atau lebih daerah 

yang berbatasan secara langsung. Secara umum Kota berawal dari suatu 

kawasan permukiman kecil yang mempunyai lokasi yang strategis secara spasial 

bagi kegiatan perdagangan (Sandy 1978 dalam Janthy 2014). Kota dengan 

segala kegiatannya akan senantiasa mengalami perkembangan secara fisik 

sebagai dampak perkembangan sosial dan ekonomi. Kota akan terus mengalami 

perubahan lebih cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan fisik yang terjadi 

merupakan konsekuensi spasial dari pertambahan jumlah penduduk baik yang 

disebabkan oleh faktor alamiah (kelahiran), maupun yang disebabkan oleh 

urbanisasi. 

 Pembangunan kota memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri. 

Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan 

budidaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan 

kawasan perkotaan tersebut itu sendiri, sehingga dibutuhkan pola Pembangunan 

kota yang terencana, harmonis, efektif dan berkelanjutan melalui kerangka 

jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjalankan amanat tersebut 

maka pemerintah daerah merumuskan rencana pembangunan yang bersifat 

sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan 

karakteristik wilayah, keunggulan komparatif, kesesuaian terhadap kemampuan 

keuangan daerah dan terkoneksi dengan dokumen perencanaan lainnya. Untuk 

mewujudkan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, 
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dan berkelanjutan dilaksanakan melalui rangkaian proses yang transparan, 

akuntabel, serta partisipatif. 

Kota Jambi merupakan pusat regional pertumbuhan wilayah di Provinsi 

Jambi. Sebagaimana kota-kota lain, Kota Jambi mengalami perkembangan 

sosial dan ekonomi yang cepat. Hal tersebut tentunya, mendorong peningkatan 

pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan 

ruang fisik kota untuk kegiatan ekonomidan sosial. Tekanan pemanfaatan ruang 

fisik tersebut berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan perkotaan 

sebagai implikasi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan 

ruang fisik perkotaan. Kompleksitas masalah dan dinamika perkotaan yang 

terjadi itulah yang harus dipecahkan dengan konsep perencanaan 

pembangunan, baik rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka 

menengah, maupun jangka pendek.  

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi 

perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), seiring dengan berakhirnya masa RPJPD 2005-2025. Penyusunan 

RPJPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan 

pembangunan 20 (dua puluh) tahunan bagi perumusan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi acuan bagi 

perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen 

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan 

pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. 

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sepatutnya Pemerintah 

Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas 

proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, 

evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJPD 

merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana 

daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RPJMD, Renstra 

Perangkat Daerah, dan RKPD, maka kualitas penyusunan RPJPD dari segi 

analisis kecenderungan, perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis 

yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan 
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strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan akan turut menentukan 

kualitas dokumen perencanaan pada satuan atau unit organisasi dalam lingkup 

Pemerintah Kota Jambi.  

Dalam konteks ini, RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang 

dipergunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan 

perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal 

dan internal di masa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap 

pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan 

pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan 

dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan 

mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa, penyusunan rencana yang 

dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, 

bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah 

selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, 

terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang 

relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang 

perlu diperhatikan. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan dan legislatif 

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting 

untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi 

implementasinya. 

Peran penting RPJPD tidak hanya terbatas kepada penciptaan kerangka 

makro arah pembangunan daerah, melainkan juga sebagai alat mewujudkan 

arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: arah pembangunan 

Provinsi Jambi dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perumusan 

muatan RPJPD tidak dapat lepas dari arahan-arahan yang tertuang di dalam 

RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan 

bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan 

sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 (dua puluh) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW yang dilakukan 

melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang 

daerah dan pemanfaatan struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar 

Kota Jambi. 

Selain itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana 

tertuang dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan sasaran 

antara lain masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia 

pada tahun 2045, pendapatan per kapita US$23.000-30.300, peningkatan 

kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritimin 

sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah 

sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen 

serta sasaran prioritas nasional lainnya diperlukan kontribusi di tingkat lokal atau 

daerah. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 sejalan dengan tujuan 

pembangunan Kota Jambi yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Jambi maka perlu untuk 

melakukan penyelarasan dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi tahun 

2025-2045. Tujuan penyelarasan dan sinkronisasi dimaksud guna menciptakan 

harmonisasi dan kontribusi pembangunan secara berjenjang yang hasil 

agregatnya dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dalam 

jangka panjang. Penyelarasan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan 

RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 

merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan yang tematik, 

holistik, integratif dan spasial untuk mewujudkan sasaran Pembangunan 

Indonesia Emas Tahun 2045. 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2025-2045 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat 

visi, misi dan arah pembangunan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan. Dalam 

penyusunannya, RPJPD Kota Jambi 2025-2045 mengacu pada RPJPD Provinsi 

Jambi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 

Tahun 2024.  

RPJPD Kota Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi 

waktu lima tahunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap 

Pemerintah Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam 

penyusunannya, RPJP Daerah Kota Jambi 2025-2045 dilakukan secara 

komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan 

masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung 

aspirasi para pemangku kepentingan.  

Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk 

mengorganisasikan segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama 

merumuskan dan menyepakati peta jalan (road map) pembangunan daerah 

masa depan yang akan ditempuh. Untuk itu dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 

2025-2045 disusun dan kemudian dapat diimplementasikan melalui terciptanya 

komitmen dan konsistensi dari segenap pemangku kepentingan untuk mencapai 

arah kebijakan dan sasaran pokok yang termuat dalam dokumen dimaksud. 

 

1.2 DASAR HUKUM 

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045, 

dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai 

berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi 

Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
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Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6987); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180): 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2017 Nomor 1322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 32); 
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22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045; 

23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 

2024 Nomor 5). 

 

1.3 HUBUNGAN DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN 

RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA 

Penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 tidak dapat 

dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti 

RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan 

dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota 

Jambi Tahun 2024-2044. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan 

sasaran pembangunan jangka panjang, RPJPD disusun dengan memperhatikan 

arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan 

RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 guna memastikan adanya keselarasan 

dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengakomodir 

isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.  

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan data dan 

fakta spasial yang bertujuan menghasilkan arah kebijakan dan sasaran yang 

realistis dan tidak mengganggu peruntukan tata ruang dan zonasi wilayah. 

Seiring tekanan ekologis akibat bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas 

yang melibatkan lingkungan serta daya dukung sumber daya alam maka 

diperlukan perencanaan yang matang dan senantiasa mempertimbangkan 

kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. 

Untuk mengintegrasikan rencana pembangunan ini, maka Dokumen 

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan penyusunan RPJPD Kota 

Jambi Tahun 2025-2045 adalah: 

a. RPJP Nasional Tahun 2025-2045; 

b. RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045; dan 
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c. RTRW Kota Jambi yang tentunya juga sudah terintegrasi dengan RTRW 

Provinsi Jambi. 

 

1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPN Tahun 2025-2045 

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan 

daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dirumuskan dengan 

memenuhi prinsip sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

Pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan 

bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing, dan dapat mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan tata ruang. 

Untuk mewujudukan prinsip ini, perencanaan pembangunan daerah 

dilaksanakan dengan pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa 

kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya 

pencapaian tujuan pembangunan daerah.  Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 

RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk 

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045. Tujuan 

mempedomani RPJPN yaitu menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok 

pembangunan jangka panjang Kota Jambi dengan nasional. Keterkaitan RPJPD 

Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 merupakan bentuk 

integrasi perencanaan guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. 

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 sesuai dengan 

RPJPN Tahun 2025-2045 ditandai dengan penggunaan indikator sasaran visi 

dan indikator kinerja utama pembangunan pusat ke daerah yang sebagian besar 

sama. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk 
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mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok menuju Indonesia 

Emas Tahun 2025. 

 

1.3.2   Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 

2025-2045 

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 disusun dengan 

mempertimbangkan dan mencermati dokumen RPJPD Provinsi Jambi Tahun 

2025-2045. Tujuannya untuk menjaga keselarasan pembangunan dan sinergi. 

Timeline penyusunan RPJPD provinsi dan kota berlangsung bersama dan 

mempedomani regulasi yang sama terkait penyelarasan dan harmonisasi 

dengan RPJPN Tahun 2025-2045.  Pencapaian sasaran dari setiap satuan 

pemerintahan pada dasarnya adalah agregasi dari satuan pemerintahan di 

bawahnya.  

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045  mendapatkan 

fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi yang bertujuan untuk melihat 

keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jambi 

tahun 2025-2045. RPJPD Kota Jambi pada hakikatnya telah mengakomodasi 

sasaran, arah kebijakan dan Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJPN 

Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. 

 

1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RTRW Kota Jambi  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rumusan visi dan misi yang 

diejawantahkan kedalam bentuk program Pembangunan selama kurun waktu 20 

(dua puluh) tahun dan 5 (lima) tahun, sementara rencana tata ruang merupakan 

hasil rencana yang lebih cenderung bersifat spasial dengan jangka waktu 

rencana yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 

(dua puluh) tahun.  

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

memposisikan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, terutama 

yang bermuatan spasial sebagai pertimbangan penting dalam menentukan 

pokok-pokok kebijakan dan sasaran yang akan dipilih untuk periode tertentu. 
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Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun 

telah memenuhi aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahan. 

Mengingat RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen 

jangka panjang, maka diperlukan adanya kesatuan perlakuan terhadap pola 

ruang yang telah ada sesuai peruntukkannya seraya membangun proyeksi-

proyeksi sesuai empat tahapan periode RPJMD yang termuat di dalamnya. 

Harapannya, keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjaga karena 

perencanaan jangka panjang disusun dengan pertimbangan yang holistik. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dimana keduanya sama-sama sudah 

mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan 

sinkronisasi atau penyelarasan antara RPJPD  dan RPJMD terutama terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Begitupun juga dengan Pasal 160 

Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelaahan dokumen 

dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD mengandung makna mempedomani 

RTRW melalui proses penyelarasan. Perumusan RPJPD saat ini mengandung 

momentum yang sangat tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Pada periode sebelum ini, penyusunan dan penepatan RPJPD tidak berada 

pada tahun yang selaras dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. Momentum Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang juga diikuti dengan 

penyusunan RPJPD dan RPJMD baru. Pada sisi lain, dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut dilakukannya revisi 

RTRW. Pada saat ini revisi RTRW Kota Jambi juga sudah berada pada 

proses penetapan; dan 

c. Sudah semakin optimalnya SDM perangkat daerah dalam memahami 

substansi tata ruang, sehingga lebih memahami dalam memahani tujuan, 

kebijakan, strategi, serta rencana perwujudan yang tertuang dalam rencana 

tata ruang. 
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Gambar 1.1 
Kedudukan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang mengamanatkan sinkronisasi program pembangunan dengan 

muatan rencana tata ruang yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan 

yang telah memuat sinkronisasi yang merupakan hasil penyelarasan program 

yang akan direalisasikan. Amanat ini lahir karena latar belakang perjalanan 

pembangunan selama ini, dimana kesesuaian pembangunan dengan indikasi 

program pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang 

wilayah masih berada pada kadar yang relatif rendah. 
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Gambar 1.2 
Skema Umum Penyelarasan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang  

 

 

 

Gambar 1.3 
Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang  
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
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Kebijakan, Strategi, dan Sinkronisasi Program dalam pencapaian Tujuan 

Penataan Ruang, selaras dalam menjawab tujuan jangka panjang daerah yang 

diwujudkan dengan penyelarasan muatan yang terkandung dalam masing-

masing dokumen rencana. 

 

1.3.4  Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi 

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen 

perencanaan yang memuat arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode 

RPJMD yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) tahun. Visi, Misi dan Program 

Prioritas kepala daerah terpilih pada setiap periode harus mempedomani RPJPD 

guna memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan daerah selama 20 

(dua puluh) tahun meskipun kepala daerah silih berganti. RPJMD akan menjadi 

wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam 

RPJPD, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang 

dapat mewujudkan misi dan visi RPJPD. 

RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui 

penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan 

jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 

jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodeisasi tahapan RPJMD. 

RPJPD perlu disusun dengan penekanan proyeksi dan forecasting yang 

menggambarkan dengan baik dinamika perkembangan Kota Jambi untuk 20 

tahun ke depan sehingga saat diterjemahkan ke dalam RPJMD dapat diturunkan 

ke dalam satuan rencana yang lebih detail, terarah dan terukur. 

 

 

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 sebagai landasan dan pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua 

puluh) tahun ke depan dalam bentuk visi, misi, dan arah kebijakan 

pembangunan. 
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Berdasarkan maksud penyusunan tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, meliputi: 

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, 

efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan; 

b. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan 

Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah 

pusat; 

c. Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi 

kepala daerah; dan 

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. 

 

 

1.5 PRINSIP DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN 

Sejalan dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RPJPD perlu 

memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Transparan: 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan, dan rahasia negara. 

2) Responsif: 

yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang 

terjadi di Daerah. 

3) Efesien: 

yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau 

masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal. 
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4) Efektif: 

yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, 

melalui cara atau proses yang paling optimal. 

5) Akuntabel: 

yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan 

daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

6) Partisipatif: 

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan 

perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap 

kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus 

komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang 

tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. 

7) Terukur: 

yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk 

mencapainya. 

8) Berkeadilan: 

merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, 

gender dan usia. 

9) Berwawasan Lingkungan: 

yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus 

menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat 

sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

10) Berkelanjutan: 

yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak 

pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia. 

Selain berlandaskan prinsip, penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan 

pendekatan sebagai berikut: 
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1) Teknokratik: 

Penyusunan dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses 

pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat 

ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas 

dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis 

erat kaitannya dengan proses merumuskan tantangan dan peluang 

pembangunan Kota Jambi pada masa depan; menetapkan kemana daerah 

akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 

masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-

langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 

Alur pemikiran strategis (strategic thinking process) pada dasarnya 

mencakup elemen-elemen sebagai berikut:  

a) rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas  

b) kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini 

c) rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah 

d) rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria sederhana, 

terukur, mudah dicapai, realistis, dan dicapai dalam jangka waktu 

tertentu.    

e) rumusan arah kebijakan untuk masing-masing misi beserta agenda 

pembangunannya. 

f) instrumen, metodologi dan pendekatan yang tepat digunakan untuk 

mendukung proses perencanaan. 

2) Partisipatif: 

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan 

apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh 

mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan stakeholder dalam 

pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD 

perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan 

masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di 

semua tahapan  perencanaan: 

a) pelibatan stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan perencanaan, yakni pada tahapan 
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perumusan dan penetapan visi, misi Pembangunan melalui kegiatan 

forum diskusi terbatas dan forum seminar seperti telah diuraikan di 

atas; 

b) kesetaraan antara pemerintah, masyarakat maupun Lembaga non 

pemerintah dalam pengambilan keputusan; 

c) transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, yang 

ditunjukkan pada proses partisipasi stakeholders di forum-forum 

diskusi terbatas;  

d) keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, 

terutama kaum perempuan dan kelompok marginal serta lembaga 

penelitian/perguruan tinggi; 

e) Pelibatan stakeholders dalam penyusunan RPJPD akan 

menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap RPJPD;  

f) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam 

pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan 

permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan  

pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan 

pembangunan jangka panjang; dan   

g) dalam forum diskusi terbatas/FGD telah ditetapkan kesepakatan 

mengenai pernyataan visi Kota Jambi. 

3) Pendekatan Politis: 

Dimaksudkan bahwa penyusunan RPJPD Kota Jambi melibatkan proses 

konsultasi dengan elemen politis, dalam hal ini dengan DPRD Kota Jambi. 

Keterlibatan DPRD dalam penyusunan RPJPD melalui:  

a) Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD, dalam proses 

penyusunan Rancangan Awal ini mulai dilibatkan pada tahapan forum 

diskusi terbatas/FGD, Seminar Sosialisasi dan Pemantapan Visi, Misi 

dan Arah Pembangunan dalam Penyusunan RPJPD Kota Jambi dan 

Musrenbang RPJPD Kota Jambi;   

b) Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD Kota 

Jambi; 
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c) Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD Kota 

Jambi; 

d) Review, saran, dan masukan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap 

rancangan RPJPD Kota Jambi; 

e) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 

Kota Jambi 2025-2045; dan 

f) Pengesahan RPJPD Kota Jambi sebagai Peraturan Daerah. 

4) Perencanaan bawah ke atas (Bottom Up): 

Dimaksudkan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:  

a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui 

harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya; dan  

b) Hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan 

masyarakat tentang arah pembangunan daerah. 

5) Perencanaan atas ke bawah (Top Down): 

Proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis 

lainnya, antara lain:  

a) RPJP Nasional; 

b) RPJPD dan RTRW Provinsi Jambi; dan 

c) RTRW Kota Jambi. 

 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJPD Kota 

Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum 

penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen 

rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta 

maksud dan tujuan. 
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Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi 

yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan 

masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing Daerah. 

Bab III Permasalahan dan Isu isu Strategis Daerah 

Menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah dan Isu 

strategis pembangunan jangka panjang. 

Bab IV Visi dan Misi Daerah 

Pembahasan Bab ini di uraikan dalam 3 (tiga) sub bahasan yakni; (1)  

Uraian tentang visi beserta jabaran atas visi, yang memberikan 

penjelasan atas kata-kata kunci dalam pernyataan visi; (2) Uraian 

tentang misi pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Pada sub bagian 

diawali dengan uraian mengenai misi  beserta penjelasan sasaran atau 

indikasi-indikasi capaian yang teruang dalam misi dan langkah-langkah 

pencapaian, yang menunjukkan langkah bagaimana mencapai misi yang 

dijalankan; (3) Uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan. 

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah 

Bab ini menguraikan tentang sasaran pokok dan arah kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta 

tahapan dan prioritas pembangunan Kota Jambi 2025-2045. 

Bab VI Penutup 

Pada bab ini membahas kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2025-2045. 
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2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI WILAYAH 

2.1.1 Administrasi Wilayah 

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Propinsi Jambi, secara 

geografis terletak pada koordinat 010302,98 sampai dengan 010401,07 

Lintang Selatan dan 10340’1,67 sampai dengan 10340022 Bujur Timur. 

Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Muaro Jambi: 

• Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan  

• Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong  

• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota  

• Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu  

Luas keseluruhan wilayah Kota Jambi 169,85 Km2 terdiri dari 11 

kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah 

Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi 

No. Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas (Km2) % 

1. Kota Baru 7 27,25 16,04 

2. Alam Barajo 7 36,06 21,23 

3. Jambi Selatan 5 7,60 4,47 

4. Paal Merah 6 24,25 14,28 

5. Jelutung 7 7,61 4,48 

6. Pasar Jambi 4 1,67 0,98 

7. Telanaipura 7 20,32 11,96 

8. Danau Sipin 5 7,28 4,29 

9. Danau Teluk 5 13,44 7,91 

10. Pelayangan 6 10,69 6,29 

11. Jambi Timur 9 13,68 8,05 

Kota Jambi 68 169,85 100 
Sumber : Kota Jambi Dalam Angka, Tahun 2023, Revisi RTRW Kota Jambi 2023-2043 dan 

  Permendagri No. 88 Tahun 2017 dan PPBW BIG, 2021. 

B A B  II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
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Gambar 2.1 
Grafik Komposisi Luas Kecamatan 

 

 

Gambar 2.2  
Peta Administrasi Kota Jambi 
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2.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah 

2.1.2.1 Iklim dan Curah Hujan 

Pada umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ber iklim tropis 

dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada 

saat Musim Barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan 

April – bulan Oktober, sementara pada Musim Timur angin bertiup ke arah Timur 

dan Selatan yang berlangsung pada bulan Oktober – bulan April. Musim kemarau 

umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan 

terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. 

Selama tahun 2023 rata-rata suhu di Kota Jambi adalah 27,57˚C yang 

berkisar antara 26.50˚C sampai 28,50˚C. Dengan suhu maksimum 35,30˚C yang 

terjadi pada bulan Oktober dan suhu minimum 21,80˚C terjadi pada bulan 

Januari. Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2023 beragam antara 42,80 

mm sampai 320,40 mm, dengan jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari 

per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 12 knots 

hinggai 17 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 75,00% - 

85,70%. Selengkapnya curah hujan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 
Tabel 2.2 

Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Di Kota Jambi, Tahun 2023 

No. Bulan 
Suhu Udara Kelembaban (%) 

Minimum Rata-Rata Maksimum Minimum Rata-Rata Maksimum 

1 Januari 21,80 26,50 34,40 52,00 84,90 98,00 

2 Februari 22,70 27,10 33,90 48,00 82,80 98,00 

3 Maret 21,90 26,70 34,00 56,00 85,20 98,00 

4 April 22,00 27,60 34,60 54,00 85,50 99,00 

5 Mei 22,60 28,00 34,90 48,00 85,40 99,00 

6 Juni 23,00 27,70 34,20 53,00 83,80 99,00 

7 Juli 22,20 27,60 34,00 51,00 82,70 98,00 

8 Agustus 23,00 27,90 34,00 43,00 79,10 98,00 

9 September 22,20 28,30 34,80 41,00 75,00 98,00 

10 Oktober 22,60 28,50 35,30 42,00 77,50 98,00 

11 November 22,40 27,60 34,80 51,00 84,30 99,00 

12 Desember 23,40 27,40 33,80 56,00 85,70 98,00 

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023 
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Tabel 2.3 
Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kota Jambi, Tahun 2023 

No. Bulan 
Jumlah Curah 

Hujan (MM) 
Jumlah Hari 
Ujan (Hari) 

Penyinaran 
Matahari (%) 

1 Januari 191,00 26 2,7 

2 Februari 158,10 18 3,7 

3 Maret 281,80 25 3,7 

4 April 171,10 23 5,3 

5 Mei 320,40 20 4,8 

6 Juni 198,60 13 4,8 

7 Juli 150,00 13 5,1 

8 Agustus 63,40 13 6,6 

9 September 77,40 6 6,7 

10 Oktober 42,80 10 5,7 

11 November 26,70 16 3,4 

12 Desember 209,90 21 3,0 

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023 

 

2.1.2.2 Kelerengan 

Berdasarkan hasil Interpretasi Peta Citra (2021) Dan Revisi RTRW Kota 

Jambi Tahun 2022-2042 diketahui sebagian besar wilayah Kota Jambi 

mempunyai kelerengan antara 0 – 2% yaitu seluas 9.213,13 hektar dari luas  

keseluruhan Kota Jambi. Wilayah dengan kelerengan 2 – 8% seluas 4.312,54 

hektar, dan kemiringan 8 – 15% seluas 2.538,07 hektar. Jika dilihat 

penyebarannya pada masing-masing kecamatan, kemiringan lereng 0 – 2% 

tersebar di seluruh kecamatan, luas terbesar terdapat di Kecamatan Paal Merah 

yaitu masing-masing seluas 1.914,18 hektar. Kelerengan  2 – 8% terbesar di 

Kecamatan Kota Baru seluas 1.671,58 hektar, dan kelerengan 8 – 15% terbesar 

di Kecamatan Alam Barajo seluas 1.501,39. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada berikut ini.   

Tabel 2.4 
Kelerengan Lahan di Kota Jambi 

No Kecamatan 
Kemiringan Lereng (Ha) Danau/ 

Sungai (Ha) 
Jumlah 

(Ha) 
0 - 2 % 2 - 8 % 8 - 15 % 

1 Telanai Pura 1.518,60 203,34 32,38 282,53 2.036,84 

2 Jambi Selatan 557,06 165,36 37,10 - 759,53 

3 Jambi Timur 1.259,19     127,85 1.387,04 

4 Pasar Jambi 124,10 19,81   21,31 165,23 

5 Pelayangan 879,49     90,24 969,73 

6 Danau Teluk 1.189,43     248,15 1.437,58 

7 Kota Baru 255,25 1.671,58 753,88 0,64 2.681,36 

8 Jelutung 275,89 434,86 49,69 2,98 763,42 

9 Alam Barajo 779,41 1.340,19 1.501,39 - 3.620,99 

10 Danau Sipin 460,53 1,61 111,85 140,90 714,88 

11 Paal Merah 1.914,18 475,78 51,78 7,02 2.448,75 

Jumlah 9.213,13 4.312,54 2.538,07 921,61 16.985,35 

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 
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Gambar 2.3 
Peta Topografi Kota Jambi 

 
 

2.1.2.3 Geologi dan Struktur Batuan 

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk 

dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan 

batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada 

umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan 

Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur 

miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota 

Baru. Dilihat luas terbesar berada di jenis Tmpn sebesar 7.664,22 ha, dan yang 

terkecil berada di jenis Danau sekitar 57,99 ha (0,34%) dari luas total wilayah 

Kota Jambi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
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Tabel 2.5 
Formasi Geologi Kota Jambi 

No. Formasi Geologi Luas (Ha) % 

1 Danau 57,99 0,34% 

2 Pasir 2.784,08 16,39% 

3 Qa 3.813,09 22,45% 

4 QTk 1.561,44 9,19% 

5 Tma 1.104,50 6,50% 

6 Tmpm 7.664,22 45,12% 

Jumlah 16.985,32 100,00% 

     Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 

 

 

Gambar 2.4 
 Peta Geologi Kota Jambi 

 
 

2.1.2.4 Jenis Tanah 

Jenis tanah di wilayah Kota Jambi menurut Klasifikasi Tanah Nasional 

terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu Entisol, Gleisol, Oksisol, Histosol dan Ultisol. Luas 

terbesar dengan jenis tanah Kompleks Latosol dan Litosol sekitar 10.453,32 Ha 

dan jenis tanah Podsolik sekitar 6.531,96 ha, yang tersebar di seluruh wilayah 

kecamatan di Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dan tekstur tanah di 

Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.6 
Jenis Tanah Di Kota Jambi 

No Kecamatan 
Jenis Tanah (Ha) 

Kompleks Latosol dan Litosol Podsolik Jumlah 

1 Telanaipura 2.024,93 7,55 2.032,48 

2 Jambi Selatan 737,19 22,85 760,04 

3 Jambi Timur 1.367,59 -  1.367,59 

4 Pasar Jambi 166,99 -  166,99 

5 Pelayangan 1.068,95 -  1.068,95 

6 Danau Teluk 1.344,14 -  1.344,14 

7 Kota Baru 735,12 1.990,35 2.725,47 

8 Jelutung 761,42 -  761,42 

9 Alam Barajo 816,61 2.789,07 3.605,68 

10 Danau Sipin 727,61 -  727,61 

11 Paal Merah 702,77 1.722,14 2.424,91 

Jumlah 10.453,32 6.531,96 16.985,28 
Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 
 

 

2.1.2.5 Kedalaman Efektif Tanah 

Sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kedalaman efektif tanah 

lebih dari 90 cm yaitu seluas 19.260 hektar atau sekitar 93,78% dari luas wilayah 

keseluruhan Kota Jambi. Sedangkan kedalaman efektif tanah lainnya berkisar 

antara 60 – 90 cm seluas 188 hektar atau sekitar 0,91% dari luas wilayah 

keseluruhan. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm sebagian besar terdapat 

dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru seluas 7.708 hektar dan Kecamatan 

Jambi Selatan seluas 3.378 hektar. Untuk lebih jelasnya kedalaman efektif tanah 

di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.7 

Kedalaman Efektif Tanah Di Kota Jambi 

No. Kecamatan 

Kedalaman Efektif Tanah 
Danau / 
Sungai 

Jumlah 
(Ha) 

<30 
cm 

30-60 cm 
60-90 
cm 

>90 cm 

1 Kota Baru - - - 7,708 70 7,778 

2 Alam Barajo *) *) *) *) *) *) 

3 Jambi Selatan - - - 3,378 29 3,407 

4 Paal Merah *) *) *) *) *) *) 

5 Jelutung - - - 771 21 792 

6 Pasar Jambi - - - 356 46 402 

7 Telanaipura - - - 2,731 308 3,039 

8 Danau Sipin *) *) *) *) *) *) 

9 Danau Teluk - - - 1,377 193 1,570 

10 Pelayangan - - 188 1,295 234 1,717 

11 Jambi Timur - - - 1,643 190 1,833 

Jumlah 0 0 188 19,259 1,091 20,538 

Persentase (%) 0.00 0.00 0.92 93.77 5.31 100.00 
Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 
              *) Data masih tergabung dengan kecamatan induk 
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2.1.2.6 Hidrologi 

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar 

yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian 

terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya 

terdapat 8 (delapan) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:   

1. Sungai Kenali Kecil 

Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali. 

2. Sungai Kenali Besar 

Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, 

Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar. 

3. Sungai Kambang 

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi Simpang III SIpin, Simpang 

IV Sipin , Pematang Sulur, dan Telanai. 

4. Sungai Danau Teluk 

Sungai ini melewati Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok. 

5. Sungai Putri 

Sungai ini melewati Selamat dan Sungai Putri. 

6. Sungai Asam 

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka 

Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin 

dan Orang Kayo Hitam. 

7. Sungai Tembuku 

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Thehok, Jelutung, Tambak 

Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang 

Kayo Hitam, dan Kasang. 

8. Sungai Sijenjang 

Daerah pengaliran Sungai Sijenjang meliputi Pura, Talang Banjar, Payo 

Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya. 

 

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai 

prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta 

sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota 
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Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan 

Danau Kambang.  

 

Tabel 2.8 
Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi 

No 
Daerah Aliran 

Sungai 
Panjang 

(Km) 
Bagian 

Hulu 
Bagian 

Hilir 
Kelurahan Yang 

Dilintasi 
Bwk Yang 
Dilintasi 

1 Sungai Kenali Kecil 10,68 Perumahan 
Citraraya 

Jembatan 
Buluran  
Pematang 
Sulur 

Pematang Sulur, 
Penyengat Rendah, 
dan Teluk Kenali 

BWK VI 

2 Sungai Kenali Besar 13,79 Balai Benih 
Ikan 

Danau 
Teluk 
Kenali 

Kenali Asam Bawah, 
Bagan Pete, 
Mayang Mangurai, 
Beliung, Rawasari, 
dan Kenali Besar 

BWK V 

3 Sungai Kambang 4,3 SMA 4 Danau 
Sipin 

Simpang III SIpin, 
Simpang IV Sipin , 
Pematang Sulur, 
dan Telanai 

BWK V dan 
BWK VI 

4 Sungai Danau Teluk 8,79 SMA 1 Danau 
Sipin 

Sungai Putri, Solok 
Sipin dan Legok 

BWK I dan 
VI 

5 Sungai Putri 2,97 Lorong 
Diamon 

Danau 
Sipin 

Selamat dan Sungai 
Putri 

BWK VI 

6 Sungai Asam 10,68 Pertamina 
Kenali Asam 

Pintu Air 
Angso Duo 

Kenali Asam Bawah, 
Paal V, Suka Karya, 
Jelutung, Lebak 
Bandung, Cempaka 
Putih, Sungai Asam, 
Beringin dan Orang 
Kayo Hitam 

BWK IV, 
BWK V, 

dan BWK I Sungai 
Batanghari 

7 Sungai Tembuku 5,35 Thehok Jl. Raden 
Pamuk 

Thehok, Jelutung, 
Tambak Sari, 
Talang Jauh, 
Pakuan Baru, 
Budiman, Sulanjana, 
Rajawali, Orang 
Kayo Hitam, dan 
Kasang 

BWK I dan 
IV 

8 Sungai 
Sijenjang/Lubukraman 

8,37 Perumahan 
Parma 

S. Lubuk 
Raman 

Pasir Putih, Wijaya 
Pura, Talang Banjar, 
Payo Selincah, 
Tanjung Sari, 
Sijenjang, dan 
Kasang Jaya 

BWK III 

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 
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Gambar 2.5 
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi 

 

2.1.3 Pola Perkembangan Kota dan Penggunaan Lahan 

2.1.3.1 Pola Perkembangan Kota  

A. Pola Perkembangan Internal 

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk 

kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini 

dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).  

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika 

perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran 

Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan 

kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear 

terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) 

dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan 

sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai 

Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada 

kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat 
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utama dan selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin 

menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama. 

Pola penjalaran yang berorintasi linear terhadap jalur transportasi utama, 

pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya 

tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik 

kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada di bawah 

jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan 

kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota 

Jambi cenderung berpola radial menerus. 

 

 

Gambar 2.6 
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi 

 

B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal 

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada 

belakangan ini adalah kawasan hinterland kota atau kawasan bagian luar. Pada 

saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan 

karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota.  Selain 

karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh 

terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi 

memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, 

adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut 

akan semakin menarik perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan 

perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar. 
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Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah 

Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas 

beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah 

yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro 

Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan 

membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi 

pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa 

sistem prasarana dan sarana kota. 

1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota 

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama 

pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah 

administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, 

perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat 

pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan 

didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara 

Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat 

permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi 

kawasan lebih dekat dengan ciri predominantly urban. Perkembangan 

kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, 

sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota 

inti. 

 

Gambar 2.7 

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023 
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2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota 

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang 

berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-

Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala 

perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun 

secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri 

kedesaan.  

 

Gambar 2.8 

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023 

 

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup 

pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana 

nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat 

pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi Outer Ring Road II yang 

menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro 

Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi 

pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan 

permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan 

tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini: 
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Gambar 2.9 
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan 

 

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota 

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, 

perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah 

berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, 

Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang 

Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan 

langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter predominantly 

urban dan pada bagian terluar menunjukan karakter semi urban. 

Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa 

pada kawasan ini menunjukan karakter yang sudah hampir mirip dengan 

perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui 

bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang 

dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang 

berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat 

baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi 

umum kota yang melintasi kawasan tersebut. 
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Gambar 2.10 
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023 

 

4) Perkembangan Kawasan Bagian Utara Kota 

Bagian utara adalah bagian wilayah Kota Jambi di sebelah utara Sungai 

Batanghari.  Pada bagian wilayah ini, kedepan akan memiliki trigger baru 

perkembangan dengan direncanakannya jalan lingkar baru (lingkar utara) yang 

menghubungkan langsung Jalan Arteri Primer (JAP) Jalan Lintas Timur dengan 

Jalan Arteri Primer (JAP) Kota Jambi-Pelabuhan Muara Sabak. Jalan lingkar ini 

menjadi alternatif baru terutama untuk melayani pergerakan barang dari Jalan 

Lintas Timur menuju Kawasan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro 

Jambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 

Trigger Baru Perkembangan Ekternal Kota Bagian Utara 
 

 

2.1.3.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi 

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan 

mengintepretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun 

pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara time series tersebut 

cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data 

perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti 

data dari Badan Pusat Statistik berikut ini: 

 

 

 

 

 

Rencana Outer 
Ringroad 
Perkotaan Jambi 

Rencana Jalan 
Lingkar Utara 

Kawasan 
Industri, 
Pelabuhan 
Talang Duku, 
dan Terminal 
Peti Kemas 
(PSN) 

Tol Sumatera 

Jalintim 
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Tabel 2.9 
Luas Perubahan Penggunaan Lahan 

No Guna Lahan 
Tahun 
2013 

Tahun 
2021 

1 
Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, 
fasilitas) 

1.168,57 968,57 

2 Industri dan Pergudangan 101,31 67,79 

3 Permukiman (Hunian) 2.927,91 5.040,01 

4 tubuh air 1.195,88 998,13 

5 Lapangan 92,55 15,71 

6 Lahan Kosong/belukar 6.407,49 2.985,15 

7 Makam 33,91 40,57 

8 Sawah 590,93 446,87 

9 Kebun/ladang 5.165,37 6.419,75 

Jumlah 17.683,92 16.982,56 

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 

 

 

 

Gambar 2.12 
Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Jambi 

 

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan 

signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, 

dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan 

signifikan. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Tahun 2013 Tahun 2021



 

II - 18 

 

Sumber : RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044 

 
Gambar 2.13 

Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi 
 
 

 

Gambar 2.14 
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi 

 

2.1.3.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan 

A. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I 

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I merupakan Central Business District 

(CBD) Kota Jambi yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Kota 
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untuk kepentingan ekonomi. Kondisi ini terbentuk secara eksisting dan 

ditegaskan melalui penekanan peran dan fungsi kawasan. Dari karakter 

dan fungsi ini tergambar bahwa dominasi kegiatan yang berlangsung 

adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kota bahkan skala regional. 

1) Kepadatan Bangunan 

Pola perkembangan yang terjadi pada BWP ini mewakili pola 

perkembangan wilayah Kota Jambi secara keseluruan yang 

cenderung radial konsentris.  Kepadatan bangunan yang ada di 

BWP ini cenderung tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

> 80% terutama untuk bangunan deret yang berada di koridor jalan 

utama kawasan. Kondisi kepadatan yang tidak jauh berbeda juga 

terjadi pada bangunan permukiman yang memang cenderung 

kurang tertata dan sebagian berada pada zona yang tidak sesuai 

dengan daya dukung karena merupakan zona yang rentan 

terhadap luapan yang berasal dari Sungai Batanghari dan 

SubDASnya. 

2) Ketinggian Bangunan 

Ketinggian bangunan pada BWP I walaupun memiliki fungsi yang 

sama yaitu fungsi umum, namun cenderung memiliki ketinggian 

yang berbeda. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan 

kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan 

fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 

meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi 

komersil.  Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah 

bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian 

lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti 

hotel.  
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Gambar 2.15 

Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP I 

 

B. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP II 

Kawasan BWP II diarahkan sebagai kawasan cagar budaya Kota Jambi.  

Fungsi utama yang mendominasi adalah fungsi untuk kegiatan 

permukiman. Fungsi pendukung lainnya yang berlangsung di BWP II 

meliputi fungsi perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, dan 

sosial budaya.    

BWP II merupakan bagian wilayah Kota Jambi yang memiliki batasan fisik 

untuk perkembangan kegiatan terbangun, karena bagian wilayah ini 

cenderung rentan banjir. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bagian 

kawasan berfungsi sebagai pendukung kegiatan terbangun. Pola 

perkembangan kawasan BWP II cenderung linear mengikuti pola jaringan 

jalan utama, dimana pola jaringan jalan utama ini linear terhadap aliran 

Batanghari. 

 

 

Visual Kepadatan 
dan Ketinggian 

Bangunan BWP I 
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